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PENGANTAR REDAKSI

Permasalahan pembangunan tidak akan pernah berhenti, dengan berkaca pada
pengalaman masa lalu mulai Orde Lama, Orde Baru, sampai pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat berbagai paradigma pembangunan pernah
diterapkan di Indonesia. Namun, upaya penyelesaian dampak dari hasil-hasil
pembangunan tidak pernah berhasil. Apakah kesalahan tersebut bersumber dari
ketidakberesan manajemen pengelolaan hasil pembangunan yang notabene dari aparat
pemerintah, apakah dari masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan,
ataukah sistem yang dianut pemerintah —yang lagi-lagi dianggap sebagai sumber
permasalahan.

Namun demikian, permasalahan pembangunan tidaklah cukup diselesaikan dan
dipecahkan dengan menggunakan satu dimensi saja, permasalahan pembangunan harus
multidimensi, sebab semua komponen bersinergi dan dilakukan secara komprehensif
tidak asal-asalan, tidak parsial. Redaksi berupaya untuk menyajikan berbagai ulasan
permasalahan pembangunan dari banyak segi, sehingga apa yang terjadi ke depan
dicoba untuk ditelaah dan diprediksi dengan berkaca pada keberhasilan dan kegagalan
yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu. Dari pandangan administrasi
Eko Supeno mengemukakan gagasannya melalui tulisan Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya, dan Citizen’s Charter dalam
Paradigma Administrasi Negara: Reorientasi Pelayanan Publik ditulis Erna
Setijaningrum. Pandangan sosiologis tentang Paradigma Perpolisian Komunitas:
Mengantisipasi Konflik Sosial Pemilihan Kepala Daerah dikemukakan Hotman Siahaan
serta Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997 diulas
oleh Mustain Mashud. Sri Yuni Woro Astuti membuka wawasan dengan tulisan Peluang
dan Tantangan Penerapan E-Governance dalam Konteks Otonomi Daerah, sedangkan
Kalangan Marjinal di Perkotaan: Studi Perlawanan Ex. Pedagang Kaki Lima Aman
Surya Surabaya ditulis Karnaji. Redaksi juga menerima tulisan berkaitan dengan sastra
yaitu Analisis Reseptif Sosok Savitri dalam Novel Primadona karya Achmad Munif
dari Dimensi Feminisme Eksistensial oleh Heru Supriyadi. Resensi buku pada edisi kali
ini ditulis oleh Helmy Prasetyo Yuwinanto dari buku Membunuh Atas Nama Kebebasan.

Redaksi berharap semoga kehadiran jurnal ilmiah Masyarakat, Kebudayaan
dan Politik ini dapat memberikan alternatif pemikiran serta menambah wawasan dan
sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial,
pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan
gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa
berubah.
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Refleksi
GERAKAN RAKYAT LERENG GUNUNG SEMERU
DI ERA REFORMASI 19971

Mustain Mashud
Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unair

Abstract

There is one note, which important according to researcher that populace and
agricultural sector are bet and pillar live most Indonesia people. Very ironic
when Indonesian nation which is conceived of agricultural country but policy of
its state exactly contra-agrarian matter and pro-capitalist so that its people are
margined and degradated socially and economically. As long as most people
express their self as populace, but at the same time they don't have land, and
more over their land are taken over by other party, there will always happen
resistance movement, which might be getting louder, destructive and militant. That
is why protest movement, resistance and resistance of populace is product
resultante of policy of state.

Keywords: agricultural sector, contra-agrarian matter, pro-capitalist,
resistance movement

alam sejarah radikalisasi gerakan
D rakyat pedesaan (petani) di Indo

nesia, paling tidak bisa dibedakan
menurut masanya: masa kolonial, masa
Orde Lama, masa Orde Baru dan masa
transisi (reformasi). Radikalisasi petani
pada era kolonial terjadi karena
pengambilan tanah (adat) secara paksa
oleh negara untuk kepentingan

penguasaan tanah kolonial Belanda dan
Inggris untuk aktivitas usaha perkebunan’
(Kartodirdjo, 1984; Kuntowidjojo, 1997).

Radikalisasi petani pada era Orde
Lama lebih berkaitan dengan intervensi
partai politik dalam memblow-out masalah
tanah sebagai isu kepentingan partai.
Sementara itu, gerakan radikal petani
masa Orde Baru lebih bersifat vertikal

! Tulisan ini merupakan ringkasan Disertasi yang berjudul Gerakan Petani di Pedesaan

Jawa Timur pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Reclaiming oleh Petani atas Tanah yang
Dikuasai PTPN XII di Kalibakar, malang Selatan

? Bentuk radikalisasi petani, seperti digambarkan Oleh Kuntowidjojo dan Kartidirdjo berupa
pemberontakan-pemberontakan skala mikro yang dipimpin oleh seorang tokoh yang diistilahkan
dengan Ratu Adil atau Imam Mahdi, yaitu seseorang yang mengemban misi untuk membebaskan
rakyat dari kesengsaraan dan akan memimpin masyarakatnya secara arif dan bijaksana.
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antara pemegang hak dan pengusaha yang
berkolaborasi dengan penguasa (negara).
Selama rezim Orde Baru, tanah dipandang
sebagai komoditas sebagai akibat pilihan
paradigma developmentalism (Fauzi,1997:
67-122). Radikalisasi petani pada masa
reformasi lebih dicirikan dengan model
gerakan reclaiming oleh petani atas tanah
yang dikuasai negara/swasta sebagai
ekspresi kejengkelan, kemarahan dan
situasi deprivasi relatif. Ke depan,
gerakan petani diduga akan lebih radikal
lagi mengingat berbagai tekanan kepada
petani tidak saja dilakukan oleh negara,
melainkan juga oleh pasar yang dengan
leluasa menggunakan siapa/apa saja untuk
menekan petani.

Studi-studi tentang gerakan petani
di Indonesia, khususnya mengenai gerakan
reclaiming oleh petani atas tanah yang
dikuasai negara dan/atau swasta yang
didukung negara kelihatannya sangat
jarang, bahkan sangat mungkin belum
pernah dilakukan. Sejauh ini, studi-studi
tentang persoalan gerakan petani hanya
dilakukan oleh Kartodirdjo, Onghokham,
Kuntowijoyo dan belakangan ini Siahaan.
Mereka telah berhasil mengukuh kan
pandangan versi Indonesia tentang
fenomena historis yang penting tentang
gerakan sosial rakyat miskin dan marjinal
di pedesaan. Namun, harus diakui, saat ini
sangat sedikit para akademisi yang
memperhatikan, menganalisis dan
melakukan penelitian ilmiah tentang
gerakan protes petani secara serius di

masa Orde Baru, apalagi masa transisional,
reformasi.

Sejarah mencatat, berbagai bentuk
perlawanan terhadap kekuasaan negara
acapkali dilakukan rakyat, baik bersifat
secara individual maupun kolektif,
terselubung, sekadar aksi unjuk rasa
hingga aksi pemberontakan®. Hampir
semua aksi perlawanan rakyat yang
berkaitan dengan persoalan agraria tidak
lepas dari corak pemerintahan yang tengah
berkuasa. Artinya, berbagai bentuk aksi
gerakan perlawanan dan bahkan
pembrontakan diakibatkan oleh kebijakan
negara yang seringkali menjadikan tanah
sebagai bagian dari perpolitikan, alat
kepentingan penguasa.

Tanah, kebun, ladang dan bahkan
rumah tempat tinggal yang secara turun
temurun dikelola dan menjadi tumpuan
hidup secara tiba-tiba dan dengan
mudahnya diambil alih oleh pihak swasta
atas dukungan negara. Ribuan bahkan
jutaan rakyat pun secara mendadak
kehilangan tanah yang menjadi andalan
hidupnya. Bagi rakyat pedesaan yang
hidupnya tergantung dari hasil bumi,
eksistensi tanah selain bernilai ekonomis
dan sebagai sumber kehidupan (Moore,
1966), juga bermakna magis religio-kosmis
(Topatimasang, 1998; Dhakidae, 1979;
Basyar, 1979), bahkan idiologis.

Ironisnya dalam sejarah pertanahan
di Indonesia mulai jaman kerajaan, kolonial
hingga kini tidak banyak adanya tanda-
tanda perbaikan yang menguntungkan

* Misalnya, pemberontakan rakyat Banten 1888, gerakan rakyat Samin, Kasus Jenggawah
1995, pemberontakan Ciomas, kasus Siria-ria, Kasus Cimacan, peristiwa Cimareme, dan berbagai
peristiwa lain merupakan jalinan aksi perlawanan rakyat. Menurut perkiraan Onghokham (1994),
sejak pemberontakan Diponegoro selesai (1830) hingga permulaan pergerakan nasional (1908)
lebih dari 100 pemberontakan dan keresahan rakyat terjadi. Dari berbagai aksi tersebut, para
ulama dan tokoh pemimpin informal setempat hadir sebagai ujung tombak aksi perlawanan.
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rakyat. Kehidupan rakyat justru selalu
terombang-ambing dan penuh
ketidakpastian akibat kebijakan negara
tentang pertanahan yang acap berubah-
ubah dan hampir tidak pernah memihak
kepada rakyat.

Nasib rakyat di pedesaan, semakin
terpuruk ketika pemerintahan rezim Orde
Barumengadopsi idiologi developmentalism
(yang ironisnya konsep ini bukan
sepenuhnya produk elit negara, melainkan
hasil konstruksi kekuatan capital global)
yang kenyataannya sangat problematik
bagi rakyat—dengan ditopang investasi
modal asing secara besar-besaran melalui
industrialisasi yang untuk keperluan
beroperasinya sangat memerlukan
ketersediaan tanah (Fauzi, 2001: 286).

Meskipun secara normatif
pembangunan pertanian menjadi tulang
punggung perekonomian, nyatanya
ketidakpuasan menyangkut persoalan
agraria tetap saja tidak terhindarkan.
Menurut catatan, semenjak tahun 1968
hingga berakhirnya kekuasaan Orde Baru,
data yang terekam dan terpublikasikan
menunjukkan setidaknya terdapat 60
kasus perlawanan sengketa tanah berskala
besar. Situasi di lapangan sudah tentu lebih
banyak, apalagi Jumlah tersebut tidak
termasuk upaya penyerobotan lahan yang
diperkirakan ribuan jumlahnya.
Serangkaian konflik agrarian tersebut
berlangsung antara rakyat dan
perkebunan, para pemegang konsesi hutan,

kehutanan, maupun pemerintah sendiri.

Tulisan singkat berikut adalah
ringkasan untuk suatu refleksi dari gerakan
reclaiming yang dilakukan oleh rakyat atas
tanah yang dikuasai secara sepihak oleh
PTPN XII (selanjutnya disebut perkebunan)
pada era reformasi 1997.

Krisis Subsistensi
Sebagai Pemicu Gerakan

Rakyat petani yang tengah berkonflik
dengan perkebunan Kalibakar (kini
menjadi Tirtoyudo dan Ampelgading)
terletak di lereng bagian selatan Gunung
Semeru, Kabupaten Malang. Konflik
antara keduanya tidak terlepas dari sejarah
masuknya perkebunan ke daerah ini.
Serangkaian aktifitas perkebunan, sejak
jaman kolonial Belanda dan Jepang hingga
perolehan HGU perkebunan tahun 1992
telah menjadi sumber konflik utama
Sejarah menunjukkan hubungan
penuh ketegangan dan konfliktual memang
selalu mewarnai hubungan antara rakyat
dan perkebunan di Indonesia. Hanya
karena kuatnya kontrol negara yang
menyebabkan rakyat tidak bisa melakukan
perlawanan secara terbuka. Kalau
kemudian, terjadi aksi perlawanan terbuka,
massal dan ekspressif melalui aksi re-
claiming oleh rakyat di lereng gunung
Semeru, selain karena faktor krisis
subsistensi dan politik, juga karena
akumulasi kejengkelan dan kemarahan?

 Misalnya, kehidupan sosial ekonomi rakyat yang semakin terpuruk akibat berbagai
kebijakan negara dan ekspansi perkebunan terhadap tanah rakyat hingga menyebabkan krisis
subsistensi, ketidakpercayaan baik terhadap perkebunan maupun pemerintah; arogansi dan
tindakan over-acting para Sinder dan Mandor perkebunan terhadap masyarakat, kebijakan
perkebunan yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kondisi masyarakat sekitar, kejengekelan
dan kemarahan rakyat terhadap perkebunan semakin memuncak ketika ditemukan kesalahan
fatal dan berbagai kejanggalan dalam proses perolehan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN XII.
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yang bernuansa deprivasi relatif .

Kehidupan rakyat di sepanjang
lereng gunung Semeru semakin miskin di
tengah kesuburan tanah ’hasil perjuangan’
leluhurnya yang dikuasai secara sepihak
oleh pihak perkebunan sejak kebijakan
nasionalisi tahun 1957. Terampasnya tanah
dalam prosesnya mengakibatkan
degradasi baik secara sosial, budaya
maupun ekonomi”.

Semakin meningkat kemiskinan
rakyat akibat keterbatasan lahan dan
kesempatan kerja, sementara kebutuhan
hidup semakin meningkat, pada saat yang
sama terdapat tanah perkebunan yang
kurang dikelola dengan baik, apalagi tanah
itu dianggap sebagai tanah hasil
perjuangan leluhur yang dirampas
perkebunan, semuanya itu semakin
memperkuat keresahan dan kemarahan
rakyat. Situasi deprivasi relatif ini juga
semakin mendorong para rakyat untuk
melakukan suatu gerakan.

Gerakan Rakyat Perspektif Scottian

Perspektif Moral Ekonomi Scottian
dipelopori oleh James C. Scott (1976, 1985,
1989) dan Wolf (1969), Migdal (1974)
menilai gerakan perlawanan rakyat
sebagai model perlawanan “Gaya Asia™:
suatu gerakan rakyat miskin yang lemah
dengan organisasi yang anonim, bersifat
non-formal melalui koordinasi asal sama
tahu saja, perlawanan kecil-kecil dan
sembunyi-sembunyi. Gaya gerakan

perlawanan rakyat tersebut digambarkan
Scott lewat “hikayat” rakyat miskin di
Sedaka, Malaysia, ketika menghadapi
proses perubahan dengan efek
marjinalisasi yang menimpa rakyat miskin.
Melalui bukunya Weapons of the Weak :
Everyday Foms of Peasant Resistance
(1985) ia menyatakan para petani miskin
terancam kesejahteraan dan status
sosialnya akibat penetrasi kapital ke
desanya. Kebijakan pemerintah dinilai
telah memporak-porandakan tatanan
sosial-budaya masyarakat sehingga
mereka melampiaskan kemarahannya
dengan melakukan gerakan perlawan
terhadap orang-orang kaya dan negara..

Meluasnya peran negara dalam
proses transformasi  pedesaan
mengakibatkan, pertama, hubungan yang
kian senjang antara rakyat kaya dan
miskin. Kedua, munculnya kesadaran
untuk melakukan perlawanan dalam
berbagai bentuk yang sesungguhnya lebih
sebagai pembelotan kultural. Ketiga,
terbangunnya senjata gerakan perlawanan
mengahadapi kaum kaya dan negara,
sebuah senjata khas kaum lemah yang
dengan caranya sendiri sangat sesuai
dengan karakteristiknya sebagai rakyat
yang miskin karena tidak banyak
membutuhkan  koordinasi  atau
perencanaan. Bahkan lebih sebagai bentuk
usaha untuk menolong diri-sendiri dan
secara tipikal menghindari konfrontasi
dengan penguasa atau norma-norma elit
(1993:271).

$ Kondisi kehidupan rakyat yang semakin berat seperti itu diibaratkan oleh rakyat setempat
bagai situasi “kebun dalam desa”, untuk menggambarkan semakin tidak memadainya lahan baik
untuk tempat tinggal maupun untuk bertani, dibandingkan dari kondisi sebelumnya, “desa
dalam kebun” yang mengandung arti masih tercukupinya kebutuhan pemukiman maupun
kebutuhan hidupnya sehari-hari karena tanah masih relatif tersedia.
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Dalam bukunya Moral Ekonomi
Rakyat: Pergolakan dan Subsistensi di
Asia Tenggara (1994), Scott mengung-
kapkan begitu banyak tindakan kekerasan
yang dilakukan rakyat sebagai usaha
memaksa kaum elite melakukan apa yang
dianggap rakyat sebagai kewajiban
mereka. Apa yang sering disampaikan
para tokoh gerakan reclaiming rakyat di
lereng gunung Semeru selaras dengan apa
yang dikeluhkan rakyat sebagaimana
banyak disebutkan Scott dalam bukunya
tersebut..

Kehidupan rakyat, kata Scott,
ditandai oleh hubungan moral sehingga
melahirkan moral ekonomi yang lebih
mengutamakan “dahulukan selamat™ dan
menjauhkan garis bahaya. Moralitas
mendahulukan selamat inilah yang
dijadikan faktor kunci pendekatan moral
ekonomi dalam menjelaskan gerakan
perlawanan rakyat. Scott kemudian
menunjuk kan bahwa everyday forms of
resistence merupakan bentuk perlawanan
terselubung bagi rakyat sebagai reaksi
terhadap everyday forms of repression
yang dilakukan para tuan tanah, sebagai
musuh bersama mereka, secara global
berdiri sebagai perlawanan terhadap
dampak revolusi hijau yang dirasakan
mengancam kelangsungan hidupnya.
Prinsip mendahulukan selamat merupakan
sumber kekuatan moral yang
memungkinkan para petani miskin
menolak perubahan dan siap melakukan
perlawanan bila mereka dihadapkan pada
kenyataan yang tidak memberikan pilihan
lain.

Dalam situasi dimana kekuatan
perkebunan hegemoni negara masih begitu
kuat, model gerakan perlawanan rakyat
model Scottian terlihat menjadi pilihan
strategis petani miskin lereng gunung

Semeru. Meski hanya dengan perlawanan
model Scottian, namun hasilnya cukup
efektif hingga menyebabkan pihak
perkebunan kewalahan menghadapinya
hingga lahan “hutan TT” tidak pernah
dikontrol dan dibiarkan tak terurus. Situasi
ini dilihat oleh rakyat sebagai kesempatan
untuk merebut kembali (reclaiming)
dengan ditanami berbagai jenis tanaman
pangan.

"Keberhasilan’ perlawanan ini tidak
terlepas dari hadirnya pemimpin lokal,
suatu peran strategis yang oleh Scott
justru kurang diperhatikan. Studi ini
menemukan peran pemimpin lokal ini
cukup signifikan dalam mengorganisasikan
potensi sosial dan budaya lokal untuk
memobilisasikan gerakan (meski ketika itu
masih) secara non-formal. Karena itulah
mengapa ketika saat reformasi 1997,
dimana situasinya sudah sangat kondusif
untuk dilakukannya gerakan yang lebih
terbuka, massal dan ekspressif.

Selama puluhan tahun rakyat hanya
melakukan perlawanan informal dan diam-
diam. Aksi mobilisasi gerakan rakyat
secara terbuka dan ekspressif masih belum
teraktualisasi karena faktor represi negara
yang secara politik masih sangat kuat.
Maka yang terjadi, sebagaimana disebut
Scott adalah gerakan-gerakan ala Asia
Tenggara yang non-formal, individual dan
kurang terorganisasi. Gerakan model
Scottian seperti ini oleh rakyat setempat
disebutnya dengan gerakan model
“makan bubur panas”: jangan
mengambil langsung bubur yang masih
panas, tetapi makanlah sedikit demi sedikit
dari pinggir sehingga tidak kepanasan.

Meski tokoh lokal ketika itu sebagai
aparat negara, Carik, ia justru mewakili
dan memperjuangkan kepentingan rakyat
untuk merebut kembali hutan lindung dari

47



penguasaan perkebunan. Di berbagai
kesempatan, ia selalu mengampanyekan
pentingnya tanah bagi rakyat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena keberpihakan nya kepada rakyat
sangat menonjol, maka ia berkali-kali
dipanggil ke kantor Kabupaten, Polres dan
bahkan ke Kodim, termasuk sempat
diinterogasi dan beberapakali ditahan di
Polres Malang.

Tokoh gerakan lokal secara jelas
telah memanfaatkan potensi struktur (m0-
bilizing structure) dan nilai-nilai sosial dan
budaya lokal sehingga bisa membangun
framing process meminjam istilah Tarrow
(2001) dengan baik untuk memobilisasi
gerakan. Namun, sebagaimana disebutkan
oleh Tarrow bahwa kemampuan
pendayaagunaan potensi struktur dan nilai-
nilai sosial.budaya lokalitas itu masih akan
ditentukan oleh tersedia-tidaknya
kesempatan (space) untuk mobilisasi
suatu gerakan. Artinya, suatu gerakan
hanya akan terjadi manakala ancaman
(threat) melemah sehingga peluang (op-
portunity) menjadi lebih terbuka.

Meski  perlawanan  tidak
terorganisasi, namun sesungguhnya sifat
komunalitas dan antar warga sudah
terbangun cammon sense tentang situasi
yang dengan demikian sewaktu-waktu
bisa meledak. Kohesifitas rakyat seperti

itu, menurut Moore (1966: 497-498) tidak
hanya karena adanya komitmen kuat
terhadap ikatan-ikatan moral dan norma,
tetapi juga tanah sebagai sumber
kehidupannya®. Norma-norma itu menjadi
kekuatan religius sehingga peran dan
karakteristik agama yang dianut kaum tani
berbeda dari yang dianut kelas-kelas sosial
lainnya. Dalam budaya pertanian yang
secara umum dipahami bersifat defensif,
diam dan fatalis, tetapi secara tiba-tiba bisa
menjadi kekuatan besar dan dahsyat
karena hadirnya pemimpin (Moore, 1977:
467; Landberger, 1973: 47-49; Kartodirdjo,
1973: 7-8).

Ketika tanah hutan TT secara
defacto sudah ‘dikuasai” kembali,
masyarakat berusaha melakukan
institusionalisasi secara formal meski pada
tingkat desa. Melalui rapat Lembaga
Musyawarah Desa (LMD) dikeluarkan
sejumlah keputusan tentang pengelolaan
lahan hutan TT. Dari sini sesungguhnya
para rakyat sudah menggunakan institusi
negara pada tingkat desa untuk
melakukan perlawanan terhadap lembaga
negara pada level yang lebih tinggi.

Dengan demikian, proses gerakan
rakyat model Scottian sesungguhnya
sudah berlangsung sejak adanya kebijakan
nasionalisasi 1957. Mobilisasi gerakan
dengan pendayagunaan institusi lokal pun

& Pengorganisasi rakyat bisa jadi lebih mudah dilakukan juga karena faktor kesejarahan,
kependudukan, pemukiman dan kesamaan-kesamaan kepentingan yang mungkin sederhana,
yakni tersedianya tanah; sebab, rakyat merupakan suatu komunalitas berdasar kesamaan teritorial
tertentu yang oleh Pearse disebut sebagai landgroup, yakni tanah bersama yang terdiri dari
“unit keluarga rakyat yang membentuk masyarakat yang lebih besar dan hidup dalam interaksi
yang saling tergantung satu sama lain permanen dan berdasarkan penataan sistem bentuk mata
pencaharian dan penggunaan produksi dari wilayah tanah masing-masing dan sumber daya
fisik yang terkandung di dalamnya sebagai sumber mereka untuk melestarikan kehidupan mereka
sendiri (Pearse, 1975: 51). Konsep landgroup Pears ini ini boleh jadi identik dengan konsep yang
digunakan Warman ketika ia berbicara tentang “group which shares a common territorial base”.
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dengan demikian juga sudah berlangsung
sejak negara menyerahkan lahan erfpacht
kepada PPN tahun 1957. Selama hampir
40 tahun (1957-1997) hubungan antara
rakyat rakyat miskin dan PTPN XII
berlangsung dalam suasana konfliktual,
dinamis dan pada saat-saat tertentu secara
tak terhindarkan memunculkan
ketegangan-ketegangan meski tidak
sampai dalam bentuk yang terbuka.

Meski kajian Scott penuh dengan
nilai dan nuansa /ocal dan locality
(meminjam istilah Routledge, 1993)
Sedaka Malaysia, tetapi situasi
marjinalisasi yang dialami rakyat Malay-
sia tak jauh berbeda dengan marjinalitas
rakyat di Indonesia, terutama rakyat
Kalibakar. Perbedaan konteks waktu dan
tempat mungkin mempengaruhi dan
mewarnai bagaimana perlawanan
diekspresikan, namun substansinya
barangkali tidak jauh berbeda.

Ketika posisi negara masih begitu
kuat —seperti pada era kolonial Belanda
dan era orde baru— pola dan strategi
gerakan rakyat Kalibakar situasinya tak
jauh berbeda seperti digambarkan Scott.
Namun, pilihan strategi gerakan rakyat di
lereng gunung Semeru di era reformasi
bukan lagi gerakan diam-diam, dahulukan
selamat dan terselubung (sebagaimana
hasil studi Siahaan, 1996) terhadap rakyat
tebu di Kediri, namun gerakan rakyat di
era reformasi ini sudah sangat terbuka,
ekspressif, eksplosif, demonstratif, massal
dan ekspansif.

Mengapa gerakan rakyat era
reformasi lebih ekspresif, terbuka dan
massal? Jawabannya barangkali bisa
ditemukan pada McAdam, Tarrow dan
Tilly melalui bukunya Dynamics of Con-
tention (2001). MacAdam dkk
menyatakan bahwa gerakan sosial secara

terbuka kondusif terjadi pada masyarakat
transisional. Pada situasi transisional
seperti itu terlihat semakin terbukanya
kesempatan aktor untuk merespon,
memobilisasi struktur-struktur sosial dan
budaya lokal yang ada sehingga
memungkinkan dilakukannya komunikasi,
koordinasi dan komitmen di antara para
aktor (yang pada gilirannya) menghasilkan
kesamaan pengertian (persepsi dan definisi
tentang situasi) sehingga memunculkan
kesadaran bersama tentang apa yang
sedang terjadi.

Sifat dan sikap rakyat seperti itu,
menurut Scott (1976), sebagaimana
disebutkan dalam bukunya “The Moral
Economy of The Peasant”, karena rakyat
lebih mengedepan kan semangat
kolektifitas dan komunalisme yang
melahirkan konsep moral ekonomi. Berhal
seperti inilah maka kemudian muncul
konsep moral komunitas yang dikenal
dengan Prinsip Dahulukan Selamat.

Meletusnya Gerakan Secara
Terbuka: Reclaiming 1997

Strategi gerakan rakyat model reclaiming
sesungguhnya lebih sebagai pilihan yang
paling mungkin dilakukan setidaknya
karena beberapa alasan, perfama cara-
cara prosedural seperti jalur hukum
diyakini selain tidak akan dimenangkannya,
juga berbeaya mahal); kedua, lokasi
perkebunan berada dihadapan dan atau
ditengah pemukiman penduduk sehingga
rakyat lebih menguasai medan; ketiga
rakyat sudah berhitung selain perkebunan
tidak mungkin akan bisa menguasai kembali
tanah perkebunan, juga tidak ada yang
akan secara terus menerus mengawasi
lahan perkebunan baik karena faktor
demografis, geografis maupun sosiologis,
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bahkan historis; keempat, menunjukkan
kepada pemerintah bahwa rakyat pun
meski di desa juga mempunyai kekuatan
dan kemampuan untuk memperjuangkan
keadilan; kelima, memberitahu
pemerintah bahwa rakyat juga mempunyai
batas kesabaran sehingga tidak selamanya
bisa dibodohi dan dibohongi

Dalam situasi dimana tingkat
subsistensi rakyat miskin sudah melampaui
batas toleransi, hasil studi ini
memperlihatkan temuan sebagaimana
digambarkan Scott:

Ada daerah-daerah dimana posisi
rakyat miskin di pedesaan ibarat orang
yang selamanya berdiri terendam dalam
air sampai ke leher, sehingga ombak
yang kecil sekalipun sudah cukup
menenggelamkannya. Kerentanan dan
berbagai keterbatasan rakyat ketika
menghadapi berbagai tantangan
lingkungan, ekonomi uang dan
persoalan ketenagakerjaan yang dalam
banyak hal telah meningkatkan
kerawanan terhadap resiko
subsistensi. Ketidakberdayaan dan
ketertekanan rakyat dalam menghadapi
kekuatan negara ibarat “bara api” yang
berelasi dengan 3 bentuk kerawanan;
kerawanan struktural (perubahan
demografis, produksi untuk pasar dan
kuatnya negara), ekologis
(ketidakpastian harga dan panenan)
dan monokultur.

Bara api sebagaimana digambarkan
Scott itu, memang telah membakar rakyat
di sepanjang lereng gunung Semeru untuk
melakukan pembabatan massal’ (reclaim-
ing) terhadap tanaman Kakao milik
perkebunan seluas 2020 ha hanya dalam
waktu 3 hari.

Gerakan rakyat rakyat secara
terbuka dan ekspresif seperti itu menjadi
kondusif, bukan saja karena faktor krisis
subsistensi (Scott), termasuk rasionalitas
(Popkin) melainkan juga karena
terbukanya kesempatan (opportunity)
akibat krisis politik tahun 1997 yang
memungkinkan tokoh gerakan rakyat
membangun framing processess dan mo-
bilizing structures terhadap nilai-nilai
sosial dan institusi lokal (Tarrow) yang
sesungguhnya sudah terkondisikan sejak
konflik hutan TT.

Faktor Politik dalam Gerakan
Reclaiming

Ketika negara kuat, situasi politik stabil dan
kontrol aparat keamanan sangat ketat
menyebabkan menyebabkan kelompok
yang tidak puas dengan kebijakan negara
tidak ada keberanian melakukan gerakan
gerakan protes secara terbuka. Namun,
ketika situasi politik berubah sehingga
kontrol negera melemah maka mulai
terbukalah bagi masyarakat untuk
melakukan aspirasinya secara lebih

7, Bara api itu semula hanya dilakukan oleh rakyat Desa Simojayan tanggal 23-25 Desember
1997 dengan membabat habis tanaman kakao seluas 240 ha. Kemudian, pada tanggal 14 Juni
1998 disusul rakyat desa Tlogosari membabat tanaman kopi, cengkeh, kakao dan pohon kelapa.
Dua bulan berikutnya, tepatnya tanggal 23-25 Agustus 1998, terjadi pembabatan serupa di
kawasan Banongan, Kepatihan dan Tirtoyudo kecamatan Tirtoytudo. Terakhir, pada tanggal 17
Oktober 1999 giliran rakyat desa Jogomulyan melakukan aksi yang sama dengan melakukan
pembabatan pohon kakao dan karet seluas 500 hektar lahan milik PT. Sumber Manggis.
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terbuka. Masyarakat secara sadar
memanfaatkan situasi transisional untuk
memperjuangkan kepentingannya.

Pada masyarakat transisional
seperti itu, pertikaian (contention)
biasanya meningkat sehingga ada
kesempatan (politik) yang bisa
dimanfaatkan. Ketika akses institusional
terbuka, dan dikalangan elit terjadi
perpecahan, kedudukan negara sebagai
pemegang kontrol sosial (represi) akan
menurun, maka muncullah aliansi-aliansi
sehingga masyarakat yang sebelumnya
melakukan perlawanan berpeluang
melancarkan tuntutan-tuntutannya dalam
bentuk organisasi-organisasi gerakan.
Dalam situasi demikian, seorang pemimpin
gerakan bisa membangun suatu frame
(dalam pengertian yang aktif, konstruktif dan
berproses menjadi (constitutive process)
tentang klaim dan identitas (siapa) mereka
dan (siapa) lawan-lawan mereka (McAdam,
Tarrow dan Tilly, 2001:17). Pengalaman di
desa-desa di Rusia akhir abad 19 dan
masyarakat Komunis Cina, setidaknya
menunjukkan kecenderungan seperti itu.

Karena itu, dalam situasi transi-
sional menuju perubahan sosial, seorang
aktor (pemimpin gerakan) berpeluang
mendayaguna kan sejumlah potensi nilai-
nilai lokal (framing processes) untuk
memobilisasi suatu gerakan perlawanan.
Dalam proses ini terjadi suatu aktifitas
bagaimana institusi-institusi, organisasi-
organisasi dan asosiasi-asosiasi lokal yang
ada untuk dipergunakan untuk memo-

bilisasi gerakan (mobilizing structural).
Namun, upaya mobilisasi struktural dalam
Jraming process tersebut masih harus
memperhatikan (ada-tidaknya) kesem-
patan dan ancaman (opportunity and
therat) atau situasi lingkungan yang ada
yang oleh McAdam disebut dengan the
repertoire of contention, suatu jalan yang
secara budaya menandakan dalam mana
orang-orang berinteraksi dalam pertikaian
politik. Pentingnya memperhatikan faktor
kekuatan (dan tekanan) negara seperti ini
juga dikemukakan oleh Ecskterin (1989)
ketika ia mengkritik Popkin dengan teori
rasionalitasnya. Demikian halnya dengan
Tilly (1978) tentang pentingnya adanya
kesempatan yang ada (repression and
Jacilities factors) dan Wolf (1969) yang
menyatakan pemberontakan tidak akan
pernah terjadi jika situasinya benar-benar
tidak mendukung.

Peluang terjadinya tindakan
ekspresif rakyat, menurut McAdam,
Tarrow dan Tilly dalam bukunya Dynam-
ics of Contention (2001) kondusif terjadi
pada masyarakat yang tengah mengalami
perubahan sosial (transisional). Pada
situasi transisional para aktor
berkesempatan untuk merespon,
memobilisasi struktur-struktur sosial dan
budaya yang ada sehingga memungkinkan
dilakukannya komunikasi, koordinasi dan
komitmen di antara para aktor (sehingga
pada gilirannya) menghasilkan kesamaan
pengertian dan kesadaran bersama
tentang apa yang sedang terjadi.
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The Classic Social Movement Agenda for Explaining Contentious Politics
(McAdam, Tarrow dan Tilly, 2001:17)

Secara singkat dapat dikemukakan
bahwa dalam situasi transisional menuju
perubahan sosial, seorang aktor (pemimpin
gerakan) berpeluang mendayagunakan
sejumlah potensi nilai-nilai lokal (framing
processes) untuk memobilisasi suatu
gerakan perlawanan. Dalam proses ini
terjadi suatu aktifitas bagaimana institusi-
institusi, organisasi-organisasi dan
asosiasi-asosiasi lokal yang ada
dipergunakan untuk memobilisasi gerakan
(mobilizing structural). Namun, untuk
sampai kepada perlawanan yang terbuka,
upaya mobilisasi struktural dalam fram-
ing process tersebut masih harus
memperhatikan faktor kesempatan dan
ancaman (opportunity and therat) atau
situasi lingkungan yang ada yang oleh
McAdam cs disebut dengan the reper-
toire of contention, suatu jalan yang
secara budaya menandakan dalam mana
orang-orang berinteraksi dalam pertikaian
politik.

Dalam konteks kerangka berpikir
seperti itu maka gerakan sosial yang
sesungguhnya terjadi adalah suatu
gerakan perlawanan balik dari rakyat (re-
claim atau counter-claim) terhadap
kekuasaan dan dominasi hegemoni
kapitalis dan negara yang sebelumnya
begitu berkuasa dan dominan sehingga
dengan mudahnya melakukan claim-claim
atas tanah rakyat. Aktifitas reclaiming
rakyat atas tanah yang dikuasai PTPN XII
bisa dilakukan pada saat kekuasan negara
tengah berada dalam situasi transisional.
Pada saat sistem politik dilanda arus
reformasi menuju situasi transisional inilah
para rakyat miskin menangkapnya sebagai
suatu peluang (opportunity) untuk
melakukan aksi counter-claim dan atau
reclaiming.

Model gerakan rakyat everyday
forms of resistance dalam prosesnya telah
berubah selain akibat tekanan subsistensi
rakyat yang kelewat “dalam™ melampau




batas-batas toleransi, juga terbukanya
kesempatan (opportunity) akibat
perkembangan situasi politik yang dalam
hal ini terjadinya reformasi tahun 1997
sehingga sifat dan bentuk gerakannya
berubah sangat terbuka, massal,
ekspressif, eksplosif dan penuh
kekerasan®.

Meski kajian Scott penuh dengan
nilai dan nuansa /local dan locality
(meminjam istilah Routledge, 1993)°
Sedaka Malaysia, tetapi marjinalisasi yang
dialami rakyat Malaysia tak jauh berbeda
dengan marjinalitas rakyat di Malang
Selatan'®.

Momentum reformasi telah
menstransformasikan strategi dan bentuk
perlawanan rakyat dari bentuknya yang
lemah, informal, diam-diam dan selalu
merahasiakan ke bentuk dan model
gerakan perlawanan yang eksplosif,
ekspressif, massal dan penuh kekerasan.
Hal ini seiring dengan apa yang

dikemukakan McAdam, Tarrow dan Tilly
dalam bukunya Dynamics of Contention
(2001) bahwa gerakan sosial kondusif
terjadi pada masyarakat yang tengah
mengalami transisi menuju perubahan
sosial. Pada situasi transisional seperti itu
bisa menciptakan kian terbukanya
kesempatan bagi rakyat miskin yang
lemah melalui para aktornya untuk
merespon, memobilisasi struktur-struktur
sosial dan budaya yang ada sehingga
memungkinkan dilakukannya komunikasi,
koordinasi dan komitmen di antara para
aktor (sehingga pada gilirannya)
menghasilkan kesamaan pengertian dan
kesadaran bersama tentang apa yang
sedang terjadi.

Karakteristik gerakan rakyat di era
reformasi, sebagaimana ditunjukkan dari
hasil studi ini, memperlihatkan model
gerakan yang tidak jauh berbeda dengan
karakteristik gerakan-gerakan rakyat
sebelumnya; kecuali dalam satu hal, yakni

8 Kecenderungan serupa, juga pernah dialami oleh rakyat Indian yang secara tradisional

sangat patuh tiba-tiba bisa melakukan perlawanan secara massal dan berkembang menjadi
revolusi agraria yang spektakuler melebihi apa yang pernah terjadi di Bengal pada tahun 1860-
an ketika Inggris memaksa rakyat menanam nilai dengan harga yang sangat rendah pada saat
terjadi booming harga tekstil.

® Dalam analisis gerakan rakyat di India, Tarrow menyarankan pentingnya memperhatikan
faktor lokalitas. Artinya, meski secara makro boleh jadi ada kesamaan pola gerakan sosial,
namun kekhasan lokalitas perlu dipertimbangkan dalam menganalisis fenomena terjadinya gerakan
sosial. Faktor lokalitas ini, dalam konsep Routledge (1993: xv-xvii) disebutnya dengan geo-
graphical of place.

1° Studi Routledge di India menunjukkan bagaimana geographical of place (dimana gerakan
muncul, mengapa terjadi dan bagaimana gerakan dilakukan) merupakan perspektif penting yang
perlu diperhatikan didalam memahami agensi gerakan sosial (social movement agency).
Bagaimana elemen-elemen rakyat local (suatu setting dimana interaksi sosial terjadi sehari-
hari); location (dimana situasi sosial, politik dan ekonomi beroperasi di dalam geographical area,
local; dan sense of place (struktur perasaan lokal), local “structure of feeling dibentuk oleh dan
dalam kehidupan di suatu tempat memperlihatkan konteks dimana struktur sosial dan relasi
sosial saling mempengaruhi (intersection), mendorong munculnya relasi kekuasaan, dominasi
dan resistensi.




militansi, radikalisasi dan keberaniannya
melakukan aksi secara terbuka, massal
dan keras terhadap obyek sengketa
(dengan melakukan pembabatan tanaman
kakao yang menjadi handalan ekspor dunia
Indonesia yang dikuasai perkebunan)
dengan prinsip: “Kuasai dan Rebut Dulu”
justru di saat rezim orde baru masih
berkuasa. Selain itu, adanya kesadaran
untuk memanfaatkan momentum situasi
politik negara yang tengah kacau, yakni
situasi reformasi 1997.

Signifikansi dan Problematika
Gerakan

Keberhasilan gerakan sosial rakyat lereng
gunung Semeru melalui aksi reclaiming
dalam banyak hal selain membawa
sejumlah perbaikan ekonomi meski
dihantui ketidakpastian penguasaannya
terhadap tanah, juga membawa sejumlah
persoalan-persoalan sosial baru, seperti
munculnya kesenjangan sosial antar
warga, ketegangan hubungan antara
peserta reclaiming dan yang tidak ikut,
terungkitnya kembali ‘masalah dan luka
politik lama’: antara eks PKI yang tidak
ikut reclaiming dan non PKI. Endapan
pengalaman traumatis politik masa lalu
sebagai beban sejarah telah menambah
persoalan kehidupan sosial masyarakat
rakyat sehingga para rakyat kembali
bernasib ‘sial’, menumpuk dan tidak
prospektif.

Hasil studi ini dengan demikian juga
menunjukkan semakin terpuruknya rakyat
ke dalam lobang yang sama. Aksi reclaim-
ing yang hingar bingar ternyata tidak
cukup signifikan mengantar rakyat ke
posisi tawar yang lebih kuat (bargainning
position), baik secara struktural maupun
kultural. Keterjebakan rakyat pada situasi

seperti itu antara lain tidak terlepas dari
sifat gerakannya yang, karena beberapa
sebab, dilakukan kurang matang,
kondisional dan emosional sehingga
banyak mengundang kehadiran pihak
ketiga.

Dari sekian banyak pihak luar yang
ikut terlibat, dilibatkan atau melibatkan diri
dalam proses gerakan, hampir semuanya
merugikan dan bahkan mengeksploitasi;
kecuali LBH. Signifikansi peran LBH
dalam mendampingi aksi reclaiming
rakyat, dalam konteks sistem negara yang
“serba mengatasi” pun bisa jadi justru
kontraproduktif terhadap perjuangan
rakyat sebagai akibat dari sikap (pejabat)
negara yang tidak mau kehilangan muka
(‘dipermalukan’) karena peran LBH.

Dengan demikian, kehadiran pihak
luar terhadap gerakan reclaiming
memperlihatkan kecenderungan bahwa
elemen-elemen yang secara akademis,
doktrinal dan moral yang scharusnya
memihak kepada rakyat miskin dan lemah,
karena faktor kekuatan modal, ternyata tak
kuasa menghindari hegemonisasi dan
kooptasi negara dan kapital. Apa yang
dilakukan BKBH Unibraw (akademisi
yang semestinya memihak kepada rakyat
yang lemah), media massa (yang secara
normatif mengedepankan obyektifitas
berita) dan MUI Jawa Timur (sebagai
penjaga moral dan referensi sikap bijak
umat) terhadap rakyat kecil miskin di
Kalibakar berada dalam konteks seperti
itu.

Didirikannya Forum Komunikasi
Rakyat Kalibakar (Forkotmas) sebagai
wadah gerakan rakyat 6 (enam) desa yang
semula disemangati karena adanya musuh
yang sama dan kesamaan kepentingan
memperoleh kembali tanah, namun dalam
prosesnya organisasi rakyat ini juga sangat
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rentan terhadap berbagai gangguan dan
perpecahan karena beberapa sebab,
misalnya muncul-berkembangnya sikap
saling mencurigai antar pengurus, rentan
intervensi pihak luar (terutama
perkebunan, aparat keamanan, preman dan
Parpol), kepentingan personal pengurus
lebih menonjol, kian maraknya penjualan
(pengalihan) penguasaan tanah oleh
beberapa pengurus, komunikasi antar
pengurus kurang lancar, keterbatasan
dana, sumber daya manusia pengurus
kurang, untuk beberapa desa tidak ada
dukungan dari Kepala Desa dan
pengurusnya semakin asyik dengan urusan
dan kepentingan sendiri.

Selain itu, ada sebagian pengurus
yang tergoda incentive selektif dari
perkebunan sehingga (tega) berkhianat
menjual informasi dan strategi gerakan
kepada pihak perkebunan. Dalam konteks
ini, boleh jadi benar apa yang dikatakan
Popkin bahwa rasionalitas individual dan
rasionalitas organisasi memang berbeda.

Berdasar kecenderungan seperti
itu, hasil studi ini setidaknya bisa
memberikan gambaran tentang fenomena
gerakan rakyat era reformasi bahwa
Gerakan Reclaiming oleh rakyat atas
tanah yang dikuasai perkebunan;

e merupakan gerakan rakyat lemah yang
termarjinalkan, gampang dimanfaatkan
dan dipermainkan oleh kepentingan-
kepentingan lain yang lebih kuat.

e merupakan ekspresi gerakan rakyat
kecil tersubordinasi yang karena
kurang (untuk menyebut tidak)
berfungsinya institusi birokrasi
pemerintah, institusi agama, media
massa (pers), institusi DPR dan hukum
telah memaksa rakyat yang tengah
mengalami krisis susbsistensi hingga
rentan, miskin dan lemah tersebut

melakukan gerakan perlawanan
dengan caranya sendiri, reclaiming.
merupakan profil rakyat lemah yang
selalu gagal menghadapi negara yang
kuat, bahkan cenderung semakin kuat,
dan pada saat yang sama rakyat justru
semakin lemah (baik akses, energi
maupun politik) sehingga mereka justru
semakin tergantung. Ke depan, ada
kecenderungan posisi negara dan
kapital semakin kuat dan “meliputi”,
sedangkan kekuatan rakyat semakin
lemah, marjinal dan tak berdaya. Pada
kondisi dimana rakyat rakyat semakin
melemah, semua ketidakpuasan,
kekecewaan dan ketidaksenangan
yang berhubungan dengan kekuasaan
(dan kapital) yang semakin adig daya,
bentuk-bentuk gerakan perlawanan
rakyat akan terekspresi sangat
emosional namun kurang rasional.
Pada kondisi gerakan perlawanan
rakyat seperti inilah (mengapa) hampir
semua gerakan rakyat dapat dengan
mudah dilemahkan dan dipatahkan.
merupakan contoh komunitas miskin
yang masa depannya semakin
kehilangan senjata untuk melakukan
perlawanan. Boleh jadi masih
mendingan meski miskin dan lemah,
namun rakyat yang miskin itu masih
mempunyai senjata sebagaimana kata
Scott: weapon of the poor. Namun,
melihat kecenderungan ke depan,
“senjata kaum lemah” itu sangat
mungkin sudah tidak akan ada lagi, No
weapon of the poor anymore. Rakyat
sudah tidak mempunyai lagi andalan
senjata apapun, oleh karena mereka
sudah tidak lagi tenggelam sampai ke
batas leher, namun air sudah
meneggelamkannya sampai ke atas
hidung, sehingga rakyat sudah tidak
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bisa bernapas lagi. Senjata rakyat
miskin itu sudah mati termakan
reformasi.

e merupakan profil masyarakat rakyat
akhir abad 20 dalam menghadapi
perubahan yang tetap masih menjadi
fenomena sosial historis yang perlu
diperhatikan; sebab, problematika
kehidupan rakyat miskin akan tetap
menjadi “bom waktu”; berdasar
kenyataan bahwa tanah eks PTPN XII
(erfpahct/onderneming) hingga kini
masih belum berhasil diselesaikan. Jika
tidak segera dicarikan solusinya akan
semakin problematik (menjadi sumber
konflik dan keresahan sosial) yang
berdimensi lebih luas dan melibatkan
lebih banyak unsur.

Berdasar atas latar (historical set-
ting) di atas, maka dapat diduga kalau
‘dalam kondisi dimana kekuatan pasar (glo-
bal capitalism) semakin kuat, peran para
aktor (pihak luar) tersebut akan semakin
terbuka, leluasa dan lintas sektoral yang
semakin ekspansif dan canggih, sehingga
situasinya akan semakin kompleks dan
problematik bagi rakyat. Dalam
perkembangan yang sama, mereka tidak
sendirian, karena terdapat unsur-unsur
lokal lain yang bisa berperan sebagai agen,
seperti LSM, mahasiswa, BUMN,
Pesantren, PMA, aparat negara, bahkan
di era otonomi daerah termasuk
pemerintah daerah yang secara langsung
hendak membangun kerjasama dengan
investor asing. Mereka, baik secara pribadi
maupun kelompok bisa secara terbuka
membangun hubungan dengan kekuatan
pasar untuk menjadi agen di masyarakat
(global capitalization by local agen)
dengan prinsip saling menguntungkan,
meski kecenderungan itu masih perlu
dibuktikan.

Dalam konteks gerakan rakyat
seperti itu, maka sesungguhnya gerakan
rakyat adalah gerakan kemanusiaan;
sebab, tanah menjadi sumber sekaligus
taruhan hidup rakyat. Bahkan, tanah tidak
hanya sebagai simbol eksistensi diri
sebagai rakyat, melainkan juga simbol
harga diri sebagai manusia pedesaan yang
hidupnya bersumber dari sektor pertanian.
Perampasan tanah, bagi rakyat dipandang
sebagai perampasan hak hidupnya sebagai
rakyat sehingga siapapun yang mengambil
tanahnya akan selalu dilawan dengan
berbagai cara. Sehubungan dengan itu,
maka
e Selama ada tanah yang baik
berdasarkan historis maupun hukum
yang seharusnya menjadi hak rakyat,
namun terampas, maka selama itu pula
akan selalu ada ketidakstabilan sosial,
keresahan sosial dan karena itu
gerakan perlawanan

e Selama di masyarakat ada rakyat yang
berprofesi sebagai petani, maka selama
itu pula harus ter(di)sediakan tanah.
Adalah ironis, suatu negara seperti In-
donesia yang lebih separuh
penduduknya sebagai petani, namun
sebagian besar dari mereka hanya
bertanah sempit (peasant society;
bukan farmer), bahkan tidak bertanah
sekali. Selama masih ditemui banyak
rakyat hanya bertanah sempit, apalagi
tidak mempunyai tanah sama sekali,
maka selama itu pula akan selalu ada
gerakan perlawanan mulai dari yang
laten, terselubung sampai yang radikal

e Namun, gerakan perlawanan rakyat
terhadap perampasan tanah akan terus
terjadi manakala tanah tidak hanya
bernilai ekonomis, melainkan juga
sebagai simbol status sosial dan bahkan
mistis.
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Persoalan gerakan perlawanan
rakyat, dengan demikian adalah produk
dari kebijakan negara yang bertentangan,
atau yang dipahami rakyat rakyat sebagai
telah merampas dan atau mengancam
sumber hidup dan kehidupan rakyat. Jika
perampasan tanah sebagai sumber dan
eksistensi kehidupan rakyat dilakukan
dalam konteks pembangunan dan untuk itu
(apalagi) melibatkan pihak lain (kalangan
swasta misalnya, apalagi dengan cara-
cara paksa dan bernuansa KKN), maka
tingkat perlawanan rakyat akan sangat
keras, militan, emosional dan destruktif.
Apabila memperhatikan pola hubungan
sosial, politik dan ekonomi hingga era
reformasi yang memperlihatkan pola yang
tidak jauh berbeda dengan yang terjadi
pada era sebelumnya sehingga nasib
rakyat tidak akan banyak berubah
sebagaimana diharapkan.

Studi ini akhirnya selain bisa ikut
menggambarkan benang-kusut masalah
agraria, pedesaan dan pertanian di Indo-
nesia, juga memperlihatkan bahwa
penggunaan instrumen politik yang
sistematik telah turut menyumbang kepada
terjadinya intensitas konflik-konflik agraria
dan proses kekerasan yang terjadi.

Refleksi

Hasil studi ini sangat mungkin ditemukan
sejumlah keterbatasan, bukan hanya karena
studi ini bersifat kasuistik, melainkan juga
dalam persoalan teori yang dirujuk dan
metodologi yang digunakan. Sebagai studi
kasus, secara metodologis kesimpulan studi
ini sudah tentu tidak bisa digeneralisasikan
untuk menggambar fenomena yang sama
pada ruang dan waktu yang berbeda; meski
secara substansial sangat mungkin bisa saja
hal itu dilakukan.

Sebagai kajian yang bernuansa
sosiologi historis, secara metodologis studi
ini seharusnya dilakukan dalam rentang
waktu yang panjang, longitudinal dan
peneliti mesti “berada di dalam”
masyarakat rakyat dalam waktu yang
cukup lama. Sebab, peneliti memerlukan
kemampuan menggali ingatan kolektif,
terutama yang berupa social memory atau
community s colletictive memory sebagai
data penelitian dan hal itu mensyaratkan
pendekatan oral history. Dengan
pendekatan seperti itu akan sangat
membantu peneliti dalam memberikan
penjelasan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan kesinambungan (conti-
nuity) dan perubahan (discontinuity)
serangkaian peristiwa sejarah kehidupan
sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk
rentetan sejarah penolakan dan
perlawanan rakyat melalui ingatan kolektif,
memory of history atau history of
memory. Meski peneliti telah secara
maksimal berupaya memenuhi ketentuan
metodologi seperti itu, namun diakui masih
belum bisa dilakukan secara maksimal.

Selain faktor sifat studi dan
metodologi di atas, terdapat sejumlah
kendala lain terutama berkaitan dengan
sumber data (informan). Sebagian besar
informan, karena begitu bergairah dan
semangatnya mendapat pertanyaan
tentang reclaiming, mereka acapkali justru
memberikan jawaban yang berlebihan
sehingga membuat peneliti harus berupaya
melakukan check and recheck. Sedang
sebagian yang lain, justru enggan dan
terkesan ketakutan menjawab pertanyaan
yang karena posisi mereka yang kurang
menguntungkan dan dilematis. Para
karyawan administrasi dan buruh PTPN
XII, keluarga eks PKI, dan orang-orang
yang tidak setuju dengan reclaiming
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misalnya mengaku serba salah dan takut
di-cap memihak ke salah satu kelompok
sehingga mereka mengaku lebih senang
bersikap “diam™. Untuk itu, peneliti pun
perlu kerja ekstra keras, sabar dan ulet agar
bisa meyakinkan mereka sehingga bisa dan
bersedia memberikan informasi tentang
reclaiming.

Kendala lain adalah kesibukan
rakyat karena mengerjakan lahan
sepanjang hari di lokasi kebun yang
jaraknya cukup jauh di lereng
pegunungan Semeru. Sedangkan untuk
menemui para pengurus Forkotmas dan
tokoh rakyat pun perlu kerja ekstra
keras baik karena kesibukannya
mengurus kepentingan pribadi, mengurus
organisasi rakyat maupun karena lokasi
tempat tinggalnya yang saling berjauhan,
yakni tersebar di 6 (enam) desa yang
jaraknya cukup jauh.

Sudah barang tentu peneliti
berupaya *mengatasi’ sejumlah kendala di
atas dengan beberapa cara. Misalnya,
peneliti berusaha mengenali dan
memahami sebaik mungkin peta sosial dan
demografis lokasi penelitian. Untuk itu,
penelitian ini dilakukan selama satu
setengah tahun sehingga peneliti dikenali
dengan lebih baik oleh masyarakat.
Karena begitu dikenalinya peneliti secara
baik oleh masyarakat rakyat, bahkan
sempat menjadikan peneliti sebagai “or-
ang yang ditokohkan” karena sering
menjadi “tempat bertanya” mereka,
acapkali justru membuat peneliti merasa
“terganggu” dan bersikap “serba salah”.
Dalam konteks inilah peneliti merasa sudah
berhasil menjadi “bagian dari komunitas
rakyat” namun tetap berusaha menjadi
seorang peneliti yang bebas, kreatif dan
obyektif dan secara konsisten dan
komitmen menjaga keseimbangan

pandangan antara etik (etic value) dan
emik (emic value).

Memperhatikan strategi metodologi
yang dikembangkan peneliti di atas,
barangkali dan sangat mungkin perlu
dikritisi secara metodologis. Namun,
peneliti sependapat dengan apa yang
pernah dikemukakan oleh Emmerson
(sebagaimana dikutip Koentjaraningrat,
1982) bahwa metode penelitian sosial
bukanlah serangkaian peraturan yang
seragam, kaku dan berlaku secara umum
di mana saja bisa dipergunakan secara
mentah-mentah dan apalagi kemudian hal
ini menjadi tolok ukur keberhasilan
penelitian sosial. Keberhasilan penelitian
sosial justru banyak ditentukan oleh
kemampuan peneliti mengawinkan antara
sifat manusawi dan ilmiah, yakni “daya
cipta, kreatifitas dan rasanya yang peka
terhadap lingkungan hendaknya dipertajam
dengan ketelitian serta ketepatan yang
mantap”

Berdasar pada sejumlah kendala
seperti itu, perlu disadari bahwa temuan-
temuan hasil studi ini harus dipahami dan
diposisikan pada konteks keterbatasan
metodologis dan keterbatasan teoritik di
atas. Kesimpulan studi ini, sekali lagi,
sesungguhnya merupakan ekspresi
masyarakat rakyat miskin di pedesaan
yang selama puluhan tahun termarjinalisasi
baik secara struktural dan kultural oleh
bekerjanya sistem birokrasi pemerintahan
yang represif, bias keadilan sosial dan abai
terhadap kepentingan rakyat kecil.

Ketika kekuasaan begitu kuat,
represif dan hegemonik menyebabkan
rakyat tertindas tidak mempunyai ruang,
kesempatan dan keberanian melakukan
perlawanan secara terbuka, kecuali
melalui ekspresi-ekspresi kejengkelan dan
aksi-aksi penolakan secara terselubung.
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Tetapi, ekspresi dan aksi-aksi “dibalik
baju” yang biasa dipergunakan rakyat
rakyat miskin, bodoh, lemah dan yang
selama ini dicitrakan sebagai komunitas
penurut tersebut secara mendadak bisa
berubah menjadi kekuatan luar biasa
ketika berbagai tekanan dan jejasan sudah
sampai pada batas keamanan subsistensi
hingga mengancam eksistensi dan
kelangsungan hidup mereka. Ancaman
subsistensi itu ibarat “bara api” dan “bom
waktu” telah meledak secara dahsyat
melalui gerakan reclaiming rakyat
Kalibakar.

Dengan demikian, gerakan re-
claiming merupakan puncak ekspresi
kejengkelan, ketidakpuasan dan
kemarahan rakyat terhadap kebijakan
negara dan tekanan modal yang selama
puluhan tahun dinilai telah menjadikan
rakyat menjadi miskin dan terpenjara di
tanah leluhurnya sendiri. Gerakan reclaim-
ing rakyat Kalibakar sekaligus
memperlihatkan selain lemahnya (untuk
menyatakan tidak adanya) akses rakyat
dalam mempengaruhi dan atau setidaknya
mewarnai kebijakan di sektor pertanian dan
agraria, juga menunjukkan tidak
berfungsinya berbagai institusi
pemerintahan dan perwakilan rakyat
(seperti DPR), terutama institusi yang ada
di daerah.

Jika demikian persoalannya, maka
gerakan reclaiming rakyat di lereng
gunung Semeru sesungguhnya merupakan
fenomena dan potret sosial kaum papa dan
lemah ditengah semakin derasnya arus
perubahan sosial akibat kebijakan
pembangunan dan globalisasi. Realitas
gerakan reclaiming rakyat Kalibakar
dengan demikian bisa untuk
menggambarkan terhadap potret dan
fenomena kaum papa dan lemah di bagian

lain luar rakyat, seperti kaum buruh di
perkotaan, kaum sektor informal,
khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL),
dan komunitas-komunitas papa dan lemah
lainnya, termasuk misalnya komunitas
papa dan lemah di bidang politik dan
agama. Dengan demikian, di tengah arus
besar pembangunan dan globalisasi,
sangat mungkin proses marjinalisasi yang
mengancam subsistensi komunitas (baik
material maupun non material) akan terjadi
kepada banyak bagian komunitas-
komunitas lain di luar rakyat.

Kajian terhadap gerakan reclaim-
ing terasa kurang lengkap ketika disadari
tidak sempat terungkapkannya peran
birokrasi pemerintah daerah dan propinsi
di bidang kehutanan dan perkebunan serta
dinamika kebijakan sistem pekerbunan di
Indonesia. Sebab, persoalan tata kerja,
keluarnya sertifikat perkebunan misalnya
berkaitan secara langsung dengan
birokrasi BPN daerah dan propinsi ini yang
dalam realitasnya menjadi sumber
persoalan utama kasus konflik rakyat
Kalibakar. Demikian halnya dengan sistem
perkebunan di Indonesia yang menjadi
sumber konflik dengan rakyat. Di sinilah
yang juga menjadi kekurangan dari studi
ini, karena kurang memperhatikan
variabel-variabel tersebut.

Karena itu, akan sangat menarik,
dan bisa melengkapi serta menyem-
purnakan hasil studi ini, apabila dilakukan
studi lanjutan berkaitan dengan
permasalahan yang belum sempat
diperhatikan dalam studi ini tersebut.

Meski dengan segala kekurangan
dan keterbatasannya, hasil studi ini
setidaknya bisa menambah perbenda-
haraan kajian-kajian tentang dunia rakyat
dengan segala dinamikanya yang sejak
satu atau dua dasawarsa terakhir kurang
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diminati peneliti dan kalangan akademisi. ~ Selama sebagian besar rakyat menyatakan
Terdapat satu catatan yang menurut peneliti  diri sebagai rakyat, namun pada saat yang
penting diperhatikan adalah bahwa dunia  sama mereka tidak mempunyai tanah, dan
rakyat dan sektor pertanian adalah apalagi tanahnya semakin banyak yang
tumpuan dan taruhan hidup sebagian besar  terambil alih pihak lain, maka selama itu
rakyat Indonesia. Adalah sangat ironis pula akan selalu terjadi gerakan
manakala bangsa Indonesia yang acap perlawanan yang boleh jadi semakin keras,
disebut sebagai negara agraris namun militan dan destruktif. Itulah sebabnya
kebijakan negaranya justru kontra- mengapa gerakan protes, resistensi,
keagrariaan dan pro-kapitalis sehingga perlawanan dari rakyat sesungguhnya
rakyat rakyatnya termarjinalisasi dan adalah produk (resultante) dari kebijakan
terdegradasi secara sosial dan ekonomi. negara.
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